SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang :

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan
hasil evaluasi rancangan  peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah sudah sesuai dengan peraturan daerah tentang
anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau peraturan
daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan
rancangan peraturan daerah dimaksud menjadi peraturan
daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2022 Nomor 201);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2022.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan
yang memuat:



Laporan Realisasi Anggaran;

o »

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

a o

Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah.

(3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha
milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan : Rp67.290.479.172.308,00
Daerah
b. Belanja : Rp64.865.121.220.296,00
Daerah
c. Surplus : Rp2.425.357.952.012,00
d. Pembiayaan
Daerah
1. Penerimaan : Rp10.701.364.203.815,00
Pembiayaan
2. Pengeluaran : Rp4.526.625.491.573,00
Pembiayaan
e. Pembiayaan : Rp6.174.738.712.242,00
Neto

f. Sisa Lebih : Rp8.600.096.664.254,00
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA)

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
diuraikan sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp10.506.168.555.993,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah : Rp77.796.647.728.301,00
perubahan

2. Realisasi : _Rp67.290.479.172.308,00

3. Selisih kurang : Rpl10.506.168.555.993,00




b. Selisih  anggaran  dengan  realisasi  belanja  sejumlah
Rp12.107.045.176.032,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah : Rp76.972.166.396.328,00

perubahan
2. Realisasi : _Rp64.865.121.220.296,00
3. Selisih kurang : Rpl12.107.045.176.032,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp1.600.876.620.039,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus/defisit setelah : Rp824.481.331.973,00
perubahan

2. Realisasi : Rp2.425.357.952.012,00

3. Selisih lebih :  (Rpl.600.876.620.039,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp5.686.255.585.510,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan : Rp5.015.108.618.305,00
setelah perubahan

2. Realisasi : Rpl10.701.364.203.815,00

3. Selisih lebih : (Rp5.686.255.585.510,00)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp1.312.964.458.705,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan : Rp5.839.589.950.278,00
setelah perubahan

2. Realisasi : Rp4.526.625.491.573,00

3. Selisih kurang : Rp1.312.964.458.705,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp6.999.220.044.215,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan neto setelah : (Rp824.481.331.973,00)
perubahan

2. Realisasi : _Rp6.174.738.712.242,00

3. Selisih lebih : (Rp6.999.220.044.215,00)

g. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 terdiri dari:

1. Kas di Kas Daerah : Rp6.030.074.927.474,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan : Rp22.393.654,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran : Rp81.486.852.860,00

(termasuk Piutang kelebihan
pembayaran pihak ketiga)
4. Kas dan Setara Kas BLUD : _Rp2.485.255.799.991,00
(termasuk Piutang kelebihan
pembayaran pihak ketiga)
5. SiLPA Tahun 2022 : Rp8.600.096.664.254,00




Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

a.

@ =0 Qo0

Saldo Anggaran Lebih per 1 Januari

2022

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
sebagai Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan

Pendapatan
Belanja

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Saldo Anggaran Lebih per 31
Desember 2022

Pasal 5

Rp9.721.718.831.341,00

(Rp9.721.718.831.341,00)

Rp67.290.479.172.308,00
(Rp64.865.121.220.296,00)
Rp10.701.364.203.815,00
(Rp4.526.625.491.573,00)
Rp8.600.096.664.254,00

Laporan Operasional (LO) untuk periode yang berakhir sampai dengan
31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c, adalah sebagai berikut:

a.
b.

Pendapatan LO
Beban

Surplus dari
Kegiatan
Operasional
Surplus Non-
Operasional
Defisit Non-
Operasional
Surplus dari
Kegiatan Non-
Operasional
Pendapatan
Luar Biasa
Beban Luar
Biasa

Pos Luar Biasa
Penyesuaian:
Selisih Kurs
Belum
Terealisasi-LO

Surplus-LO

Rp194.098.836.223.203,00
(Rp 65.227.343.571.668,00)

Rp128.871.492.651.535,00

Rp17.172.952.663,00

Pasal 6

(Rp0,00)
Rp17.172.952.663,00

Rp0,00

(Rp0,00)
(Rp0,00)
Rp0,00

Rp128.888.665.604.198,00

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:



a. Ekuitas per 1 Januari 2022 : Rp524.529.268.466.569,00

b. Koreksi Perubahan Ekuitas : Rp2.131.952.780.527,00

c. Surplus - Laporan Operasional : Rp128.888.665.604.198,00

d. Ekuitas per 31 Desember 2022 : Rp665.549.886.851.294,00
Pasal 7

Neraca per 31 Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset : Rp684.976.321.606.342,00

b. Jumlah Kewajiban : Rpl19.426.434.755.048,00

c. Jumlah Ekuitas : Rp665.549.886.851.294,00
Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f
adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022 : Rp9.732.401.197.372,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi : Rp8.578.296.946.978,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi : (Rp9.597.506.870.711,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan (Rp76.768.393.619,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp2.228.387.617,00
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember : Rp8.638.651.267.637,00
2022
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf g meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera pada pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:

1. Lampiran [.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

2. Lampiran [.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Lampiran 1.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, subkegiatan, kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan subkegiatan.



b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI
Lampiran VII

h. Lampiran VIII

i. Lampiran IX

j. Lampiran X

k. Lampiran XI

1. Lampiran XII

m. Lampiran XIII
n. Lampiran XIV
o. Lampiran XV
p. Lampiran XVI
q. Lampiran XVII :
r. Lampiran XVIII:

s. Lampiran XIX

t. Lampiran XX
1. Lampiran
XX.1

2. Lampiran
XX.2

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
: Laporan Operasional;

: Laporan Perubahan Ekuitas;

: Neraca;

: Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
: Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya,;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

: Daftar subkegiatan yang belum diselesaikan

sampai akhir tahun anggaran 2022 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

: Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah, terdiri atas:

: Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan

usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan

: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi)

badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2023 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

/\"

t
SIGIT\PRATAMA YUDHA
NIP 19%1612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA :  (2- 162/2023)



